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Sidang Perbaikan Permohonan UU ASN

Jakarta, 09 Januari 2018 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pada Selasa (09/01), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan
Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 98/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Dwi
Maryoso, S.H sebagai Pemohon | dan Feryando Agung Santoso, S.H., M.H sebagai Pemohon Il

Pemohon menjelaskan bahwa pada tanggal 21 September 2016, bersama rekan Aparatur Sipil Negara lainnya
yaitu Oloan Nadeak, S.H., mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara (PP 70/2015) ke Mahkamah Agung dengan alasan PP 70/2015 bertentangan
dengan UU Sistem Jaminan Sosial (SJSN), UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan UU
Aparatur Sipil Negara.

Namun Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 32P/HUM/2016 tanggal 8 Juni 2017 menolak
permohonan uji materi pemohon dengan pertimbangannya yang menyatakan: “Bahwa dengan demikian Pasal
7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang mengatur bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi Aparatur Sipil Negara dikelola oleh PT TASPEN (Persero) tidak bertentangan dengan UU
Sistem Jaminan Sosial, UU BPJS dan UU ASN. Mahkamah Agung berpendapat pelaksanaan Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara merupakan kebijakan hukum yang
bersifat khusus yang didasarkan pada Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara“

Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 32P/HUM/2016 tersebut khususnya dalam menafsirkan UU
a quo mengakibatkan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara dikelola
oleh PT. TASPEN (Persero) yang berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak berwenang
menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Aparatur Sipil Negara.

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang
divjikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Saldi Isra pun memberikan catatan untuk perbaikan permohonan
Pemohon. Menurut Saldi, pasal yang dimohonkan Pemohon dinilai tidak terdapat suatu substansi kecuali untuk
kelanjutannya kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70/2015 tersebut. “Jadi, bukan pasalnya
yang bermasalah, tetapi PP-nya. Maka, Saudara harus hati-hati terhadap konsekuensi dari permohonan ini
karena jika yang bermasalah adalah PP, hal itu uji ke MA,” terang Saldi yang merupakan pimpinan sidang
didampingi Hakim Konstitusi Aswanto dan Manahan M.P. Sitompul. (ASF/SRI)

Tentang Mahkamah Konstitusi
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